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Tentang :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK,

-lenimbang -a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dan _ i
s diselenggarekan® oleh Yayasan Darul Ulum telah memenuhi persyaratan
yang berlaku;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan dan pemeralaan pendidikan, Yayasan Darul Ulum

Slah mengusahakan didirkannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul
lum.

c. bahwa sehubungan dengan bulir a dan b di atas dipandang perlu meraberi
izin penyelenggaraan Sekolah Menengah . Kejuruan (SMK) _dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

EjMengingal -1, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
3 Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun~2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 lenlang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana diuoah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor ‘108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 lentang Peran Serla Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Noror 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan MéEengah
sebagaimana diubsh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenan§an Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagal daerah Otanom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952; o

0 7. Peraran Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005 lenlang Standar Nasion:
ﬁ-‘} Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Hirmar s
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446),




8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kurja Dinas Daerah Kabupaten Lebay
(Lembaran Daerah Kabupalen Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 lentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :029/U/2005 lentang Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

3. Surat Permohonan Kelua Yayasan Darul Ulum tanggal 7 Aguslus 2008 penhal
Permohonan Izin Operasional:

4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka
sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 oleh Tim Penilai/Pengawas langgal 12

Januari 2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : %
PERTAMA : Memberi Rekomendasi / Izin pada:
Nama Yayasan : Yayasan Darul Ulum
Alamat o JI. H. Kuncoro Jakli Km. 7 Kolelel Wetan Rangkasbitung

Kabupaten Lebak Provinsi Banten

‘Unluk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

dengan :
Nama . SMK Daru! Ulum
Alamat -+ Jl H. Kuncoro Jakli Km. 7 Kolelel Wetan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Mulai : Tahun Pelajaran 2008/2009
. KEDUA » Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagalmana dimaksud pada diklum PERTAMA
adalah :
4( 0 B 310 0|3 0|1 027
f KETIGA : Pemberian rekomendasi / 1zin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi -

kelentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap
tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan
Kabupalen Lebak;

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas
: pe Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan
penyelenggaraan sekolah sesual dengan ltugas pokok dan fungsinya, sampai
pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah unluk mendapatkan status

» lerakreditasl;
R ;,KELIMA e * Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan
T 3y kelak dikemudian hari tidak sesual dengan kelentuan dan peraturan yang

_ Y berlaku, maka zin operasionalirekomendas inj akan ditinjau kembali;




